
1. Pasal 18 ayat (61 Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Lndonesia Tahun1945; 

Mengingat 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a. huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Walikota tentang Penyelenggarean Program 
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Informal di 
Kota Kupang; 

c. bahwa untuk .menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 
Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program 
Jaminan Sosi.al Ketenagakeriaan, perlu menyusun dan 
rnenetapkan regulasi untuk rnendukung pelaksanaan 
Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; 

b. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan sorta 
dalarn rangka meningkatkan kesejahteraan hidup pekerja 
bukan penerima upah yang merupakan penduduk kota 
kupang dan bekerja pada sektor informal di kota kupang, 
perlu diberikan jaminan sosial ketenagakerjaan; 

bahwa setiap orang berhak mendapatkan jaminan 

sosial untuk dapat mernenuhi keburuhan dasar hidup 
layak dan meningkatkan kesejahteraan; 

a, Menimbang ,- 
WALIKOTA KUPANG, 

DENGAN RAf:I.MA1:TUHAN YANG MAHAESA 

TENTANG 

PENYELENGOARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN 

BAGI PEKERJA TNFORMAL DT ROTA KUPANG 

PROVINSI RUSA TENGGARA TlMUR 

PERATURAN 'I.VALIKOTA KUPANG 

NOMOR 23 TAHUN 2021 

V,/ ALIKOTA KUPANG 



I I 

Dalam Peraturan Walikota ini, yang ditnaksud dengan : 
l. Daerah adalah Kota Kupang; 
2. Pemerintah Dacrah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggaraan 

Pemerintah Dacrah yang mernimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang meujadi kewenangan daerah otonom; 

BAB l 

KETENTUAN UMUM 

PROGRAM ,JAMJ.NAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI 

PEKER,JA INFORMAL DI KOTA KUPANG. 

PENYELENGGARAAN 'l'ENTANG PERATURAN WALTKOTA Meneiapkan 

MEMUTlJSKAN 

• 

2. Undang-Undang Nom01: 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan (Lcmbaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara 

Repbulik Indonesia Norn.or 4279); 
3. Undang-Undang Nomur 40 Tahun 2004 tentnng Sistem 

.Jaminan Sosial Nasional _ (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tarnbahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nornor 4456); 
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 

Penyelerrggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Taml>ahan Lembaran 
Negara l~epublik Indonesia Nornor 5256); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 rentang 
Pemcrintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lernbaran 
NegaraRepubJik Indonesia Nomor 5587) sebngalmuna telah 
diubah. bcberapa kali terakhir dengan Uodnng-Undang 

Nomor 11 Twn.tl:l. 2020 tcntang Cipta Kerja [Lcmbar-an 
Negara Ret~ublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara X.,:epublik Indonesia Nomor 

6573); 

6. Peratnran Pemerintah Nornor I Tabun 2016 tentang Tata 
CaraPenyelenggaraan dan Jaminan Hari Tua bagi Pcserta 
Bukan Penerima Upah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tuhun 201G Nomor243); 



(.1) Program Pcrlindungan .Jaminan Sosial bagi tcnaga kcrja yang merupakan 

penduduk Kota Kupang dan bekerja pada sektor informal di Kota Kupang 
ada.lah salah saru program daerah yang dicanangkan dan dilaksanakan 

oleh Pemerirrtah Daerah untuk mernberikan perlindunganjaminan sosial 

dengun cara rnengikutserta kan PBPU menjadi peserta Damm 

Penyclcnggara Jaminan Sosial Kctcnagakcrjaan, khusus .Jaminan 
Kccelakaan Kcrja clan .Jaminan Kematian. 

BAB IT 

PROGRAM PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJMN 
Pasal 2 

• 

3. Walikota adalah WalikotaKupang; 
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikora dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang dalam penyelenggaraan urusan 
pemerintahan yang 'rnenjadi kewenangan Daerah; 

5. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang 

selanjutnya disingkat BPJS Kctcnagakeljaan adalah badan hukum yang 
dibcntuk 'untuk .mcnyelenggarakan program jami.nan kecelakaan kcrja, 
jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian; 

6. Ja.rninan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk 
menjamin seluruh rukyat, agar dapat rnemenuhi kebutuhan dasar 
hidupnya yang layak; 

7. Pcscrta Jaminan Sosial Ke.tenagake1jaan adalah. Pekerja Sek.tor Informal 

yang bekerja dan. ringgal di Lingkup Pemerintah Kora Kupang; 
8. Pckcrja Informal adalah Pekerja Bukan Penerima Upah, yang selanjurnya 

dislngkat PBPU adalah PekerjaRentao atau Pekerja Sektorlnformalyang 
bekerja secara pribadi atau perorangan seperti, Ketua R'I', Ketua RW, 

Kelu,i J,PM, sopir arigkutan, tukang ojek, tukang kayu, tukan batu, 

pedagang pasar, pedagang asongan/Jcaki lima, petani, nelayan, pembantu 

rumah tangga, penambang masyarakat tradisional, koster, marbot, dan 
lain-lain; 

9. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disi:ngkat JKK adalah 

manfaar berupa uang tunai dan/ atau pelayanan kesebatan yang diberikan 
pada saat Peseria mengalarni Kecelakan Kerja atau penyakir yang 
disebabkan oleh lingkungan kerja; 

10. Jaminan Kematian yang selanjutuya disingkat JKM ada lab manfaat uang 

runai yang dibcrikan kcpada. ahli waris kctika Pcscrta meninggal dunia 

bukan akibat Kecclakaan Kerja. 



I I 

(1) Kepesertaari untuk PBPU scbagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
dimulaisejak iuran dibayarkan. 

(2) BP.JS Ketenagakerjaan melaksana:kan program .Jarninan Kecelakaan 
Kerja (JKK) dan .Jaminan Kernutian (JKM) bagi para pekerja informal 
melalui program Bukan Penerima Upah {BPU) sesuai, peraturan yang 

berlaku. 

-Pasal 5 

(1) Peserta adalah PHPU yang merupakan Penduduk Kota Kupang .dan 
bekerja pada sektnr informal di Kota Kupang, 

(2) BPJS Ketenagakerjaan. Mtlaksanakan program Jaminan Keeelakaan 
Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pekerja Informal melalui program 
Bukan. Pcnerima Upah (BPO) yang dilindungi oleh Pemeriatah Kota 
Kupang scsuai pcraturan yang berlaku. 

(3) Pesertayang telah terdaftar dan memenuhi syarat kepesertaan .Jaminan 

Sosial sebagaimanu dimaksud pada ayat (1) mendapatkan bukti 
kepesertaan berupa kartu, pcscrta. 

BAB IV 
KEPESERTAAN BPJS KETENJ\GAf{ERJAAN 

Pasal 4 

(1) Jami.nan Sosial pada Program Perlindungan .Iaminan Sosial bagi tenaga 

kcrja informal yang menjadi Penduduk Kofa Kupang dan bekerja di Kora. 
Kupang sebagaimana dimaksud meliputi: 
a. Jaminan Kecelakaan Kerja (,JKK), dan 

b. .Jaminan Kcmatian (J.KM). 

(2) .Jamin an sosial sebagaimana. dimaksud pada ayat (1) diperunrukan bAg! 
tenaga kerja yang merupakan penduduk Kota Kupang dan bekerja pada 
sektor informal di Kota Kupang melalui program Bukan Penerirna Upah 
(BPUJ di BPJS Ketenagakerjaan. 

JAMINAN SOSIAL 

Pasal3 

BAB Ill 

(2) Program Perlindungan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayac 
(1) bertujuan untuk rnewujudkan terselenggaranyapcmbcrian Jam:inan 
Sosial Pl3PU dalam rangka pemenuhan kcbutuhan hidup layak bagi , 
setiap peserta BPJS Kctcnagakcrjaan. 



(J) Biaya iuran jaminan sosial kerenagakerjaan pada program PBPU 
dibebankari pada Anggaran Pendapatan dan Delanja Daerah Kota 
Ku pang. 

(2) Nama-nama peserta jaminan sosial ketenagakerjaan pada program PB-PU 
sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) ditetapkan dcngan Keputusan 

Walikota. 

BABV[ 

PENGANGGARAN TURAN 

Pasal .R- 

(2) Badan Penyelenggara .Jaminan S'osiaJ [BPJS) Kctcnagakctjaan 
rnembayarkan manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau 
memblayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan Program 
Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. 

Kematian. 

(1) Manfaat yang diperoteh peserta dari program ini sebagaimana dimaksud. 
daJam Pasal 6 adulah manfaat .Jaminan Kccclakaan, Kerja dan Jaminan 

Pasal 7 

(l} Manfo.al -Jamlnan Ke¢elakaan Kerja sebagairnana dimaksud d a l am Pasal 

:'I ayat, (1) huruf -a meliputi : 

a. Pengobatan dan Perawatan; 

b. -Sanrunan; dan/atau 
c. Tunjangan cacti L 

(2) 'Manfaat .Jaminan Kernatian scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 

huruf b meliputi : 
a. Santunan sekaligus; 
b. Santunan berkala; 
c. Biaya pemakaman; dan/atau 
d. Bantuan heasiswa. 

• 

BABV 

MANFAAT 

Pasal 6 



(3) Pembayaran iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk PBPU 
sebagaimana dima.ksud pada ayat (l) dan ayat (2), dilakukan olch 
Pemerintah Daerah. melalui mekanisrne transfer rekening berdasarkan 
kode pemheyaran dari BP.JS Ketenagakerjaan. 

(2) Pembayaran iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. unmk PBPU 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diperuntukan untuk pekerja yang 
relah terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan dan telah ditetapkan 

.dengan Keputusan Walikota, 

b. JKM sebesar Rp. 6.80.0,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per orang 
setiap bulan. 

a. JKK scbcsar Rp, 10.000,- (scpuluh ribu rupiah] per orang sctiap 
bulan; clan 

( i) Besarart ruran jaminan sosial ketenagakerjaen untuk PBPU adalah 
sebagai berikut : 

BAB VU 

BESARAN 11,JRAN DAJII CARAPffiMBAYARAN 

Pasal 9 

(3) Biaya 'iuran PBPU yang dianggarkan dan peserta jaminan sosial 
ketenaga.kerjaan pada program PBPU yang ditetapkan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disesuaikan dengan Kemampuan 
Kcuangan Dacrah yang dianggarkan pada Anggaran Peadapatan dan 
Belanja Daerah Kota Kupang. 

• 



~ 
BERlT\o\ DAERAH KO'l'A KUPANO TAHUN 2021 N01'fOR 540 

Agar setiap orang rncngctahuinyarncmcrintahkan pcngundangan Peraturan 
Walikota ini dengan pcmempa Lann ya. dalaru Berita Daerah. Kota Kupang. 

Peraturarr Walik.ota ini mulai berlaku pada tanggal ditctapkan. 

KETENTUANPENUTUP 
Pasal 10 

DAB Vlll 
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